
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan perizinan dalam

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dan

melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu

mengatur kembali ketentuan mengenai kapasitas

pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang

Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan

Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan

Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012

tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5530);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
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6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA

LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG

DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

2. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,

pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan

lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

PENGGOLONGAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Pasal 2

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik

lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1

(satu) sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan

izin operasi.

(2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan

kewenangannya.
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(3) Penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang

ketenagalistrikan.

Pasal 3

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik

sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere)

dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik:

a. tidak diperlukan izin operasi; dan

b. wajib menyampaikan laporan sebanyak 1 (satu) kali

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau

gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum

melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan sendiri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam rangka pendataan kapasitas terpasang

pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

(3) Format laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit

tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus

kilovolt-ampere) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

dengan total kapasitas lebih dari 500 kVA (lima ratus

kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga

listrik wajib memiliki sertifikat laik operasi.

(2) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

dengan total kapasitas sampai dengan 500 kVA (lima

ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi

tenaga listrik dinyatakan telah memenuhi ketentuan

wajib sertifikat laik operasi.
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(3) Ketentuan wajib sertifikat laik operasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dipenuhi dengan kepemilikan

hasil uji pabrikan, sertifikat produk, atau dokumen

standar keselamatan produk yang setara.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. izin operasi; dan

b. surat keterangan terdaftar,

yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa

berlakunya sepanjang peruntukan dan kapasitas

pembangkit tenaga listrik tidak berubah.

(2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan izin operasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang

izin operasi untuk pembangkit tenaga listrik dengan total

kapasitas lebih dari 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere)

melakukan perpanjangein izin operasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. ketentuan Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan

Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013

tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 706); dan
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b. ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 ayat (2)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 01 Tahun 2017 tentang Operasi Paralel

Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga

Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 40),

sepanjang mengatur mengenai kapasitas pembangkit

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, mengikuti

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2017 tentang Operasi

Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan

Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

40), sepanjang mengatur mengenai pemilik pembangkit

tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, mengikuti

ketentuan mengenai kapasitas pembangkit tenaga listrik

sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere)

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun

2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk

Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin

Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orsing mengetahuinya, memerintahkan

pengundanggin Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta

padatanggal 6 September 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

;:^PALA BIRO HUKUM.

rofi

81031002
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK

KEPENTINGAN SENDIRI YANG DILAKSANAKAN

BERDASARKAN IZIN OPERASI

FORMAT LAPORAN

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

DENGAN TOTAL KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

SAMPAI DENGAN 500 KVA

Nomor

Lampiran

Hal : Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk

Kepentingan Sendiri dengan Total Kapasitas

Pembangkit Tenaga Listrik sampai dengan 500 kVA

Yang terhormat,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

u.p. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan/

Gubernur ... (provinsi)

u.p. Kepala Dinas ... (yang membidangi urusan ketenagalistrikan)

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan

sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500

kVA (lima ratus kilovolt-ampere), dengan ini kami sampaikan laporan sebagai

berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama (badan usaha/ :

nonbadan usaha/perseorangan)

2. Alamat :

3. Nomor Telepon/Faksimili/JYandphone :
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4. Nomor Induk Berusaha untuk badan usaha/Nomor Induk

Kependudukan untuk perseorangan) :

5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. DataTeknis

1. Data Pembangkit Tenaga Listrik

a. Pembangkit Selain Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Spesifikasi
Unit

1 2 3 dst.

Jenis (air, diesel, gas, dsb.)

Merek

Tipe

Negara Pembuat

Tahun Pembuatan

Kapasitas (kVA)

Energi Primer

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Spesifikasi Modul Surya Inverter

Merek

Tipe

Negara Pembuat

Tahun Pembuatan

Kapasitas Satuan (watt-peak)

Jumlah Unit

2. Jaringan Distribusi

a. Panjangan Saluran : kms

b. Tegangan : volt

3. Sambungan Listrik dari Pihak Lain (ada/tidak ada)

a. Dari Pihak Lain :

b. Daya Tersambung : kVA

C. Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

1. Jalan

2. Desa/Kelurahan

3. Kecamatan



4. Kabupaten/Kota

5. Provinsi
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Demikian laporan ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas

kebenaran data tersebut. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat

data tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya atau

badan usaha/nonbadan usaha yang saya wakili bersedia dikenai sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tembusan:

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

(tempat), (tgl) (bulan) (tahun)

materai, tanda tangan, dan cap(jika badan

usaha/nonbadan usaha/perseorangan)

(Nama)

(jabatan, jika badan usaha)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

^KERALA BIRO HUKUM,

rofl

81031002


